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RINGKASAN

Keberadaan pekerja diatur secara tegas dalam Undang- undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan yang diundangkan pada Lembaran Nepara Tahun
2003 Nomor 39 pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku pada tanggal
diundangkan tersebut. Undang- undang tersebul hanya mengatur secara umum
hubungan pekerja dalam perusahaan. Dalam prakiek, selain menggunakan dasar
yuridis Undang- undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara
kescluruhan, biasanya hubungan antara pengusaha dengan pekena dituangkan
dalam bentuk perjanjian vang dibual secara tertulis. Hal ini berlaku pula pada
hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan yang ada pada Perusahaan Biro
Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember, vang dituangkan dalam bentuk
perjanjian kerja secara tertulis.

Berdasarkan  latar  belakang, kajian ini di  tlis dengan  judul:
PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKLERIA DENGAN PERUSAHAAN BIRO
PERJALANAN WISATA (BPW) RAJA TOUR JEMBER.

Metode pendekatan masalah adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu
suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian- kajian terhadap peraturan
perundang- undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

Bentuk perjanjian kerja yang dilakukan oleh perusahaan Biro Perjalanan
Wisata (BPW) Raja Tour Jember dengan pekerja selama ini didominasi oleh
perjanjian kerja wakiu fertenlu serta pekerja harian lepas (free land). Sesuai
dengan Undang- undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteni Tenaga Kerja
No. PER- 06/MEN/1985 tentang perlindungan harian lepas, maka bila pengusaha
menggunakan perjanjinn kerja dengan bentuk waktu tertentu harus dilakukan
secara tertulis,

Perjanjian kerja antara pekerja dengan Perusahaan Biro Perjalanan Wisata
(BPW) Raja Tour Jember terdapat hak dan kewajiban pekerja/burub. Kewajibun
tersebut misalnya, pekerja harus menaati peraturan yang ada di perusahaan, serta
kewajiban untuk menjalunkan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diperjanjikan

Xi
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dalam klausul perjanjian kerja. Sedangkan hak pekerja adalah memperoleh imbal
jasa (gaji) yang dihitung berdasarkan prosentase laba bersih provek (four) selesai.

Kendala pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan
yaitu dalam hal pekerja melakukan pemasaran (marketing) dengan jarak tempuh
yang cukup jauh tidak memperoleh tambahan biaya transportasi, sehingga pekerja
pada Perusahaan Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember menggunakan
biaya sendiri, selain itu banyak pula pekerja yang melakukan kesepakatan
perjanjian kerja kurang begitu memahami tugas kerjunya.

Kendala lainnya adalah jumlah pekerja harian lepas (free land) yang ada
pada Perusahaan Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember selama ini
belum diberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Jember sesuai
dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-
06/MEN/1985.

Upaya yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala di atas,
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikul, perusahaan dapat memberikan
insentif lebih kepada pekerja harian lepas yang melakukan pemasaran (marketing)
di wilayah jarak tempuhnya cukup jauh, memberikan pelatihan kepada pekerja
mengenal  produk-produk  perusahaan, dan melakukan pendampingan  kepada
pekerju baru selama beberapa hari oleh pekerja senior. Selain itu, perusahaan
harus memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja di wilayah Kabupaten Jember
seberapa banyak jumlah pekerja di Perusahaan Biro Perjalanan Wisata (BPW)
Raja Tour Jember.,

x1i
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I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Eksistensi pekerja dalam dunia usaha sangat penting. Untuk melakukan
kegiatan usaha, pengusaha mutlak menggunakan sumberdaya manusia dalam
menggerakkan bisnisnya. Dalam era globalisasi saat ini keberadaan mesin-mesin
industri kerap kali menjadi modal penggerak sektor industri, tetapi tidak akan
mampu menggantikan tenaga sumber daya manusia. Tanpa sumber daya manusia
(pekerja) mesin-mesin tersebut tidak akan dapat difungsikan. Pentingnyu pekerja,
tidak sekedar dibutuhkan di dunia industri, melainkan menjadi kunci keberhasilan
suatu usaha. Dalam konteks di atas, urgensi pekerja tak terkecuali pula dibutuhkan
pada usaha perjalanan wisata, bahkan menjadi maskot keberhasilan biro wisala.
Mengapa menjadi maskot? karena biro wisata adalah usaha di bidang jasa yang
keberhasilannya tergantung pada service yang diberikan kepada konsumen,
Pendekatan yang  digunakan adalah pendekatan humanis bukan pendekatan
matematis, selayaknya sektor industri barang.

Istilah/pengertian pekerja diatur secara tegas dalam pasal 1 angka 3
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan., Undang-undang
lersebut hanya mengatur secars umum hubungan pekerja dengan pengusaha.
Dalam praktek, selain menggunakan dasar vuridis Undang-undang No.13 Tahun
2003 secura keseluruhan. Perjanjian Kerja Tersebut biasanya di buat secara
tertulis .(vide Pasal 50). Hubungan Kerja Terjadi karena adanya Perjanjian Kerja
antara pengusaha dengan pekerja( vide Pasal 51)

Aturan yang terdapat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 lercermin
pula pada hubungan pekerja antara dengan pengusaha yang ada pada biro
perjalanan wisata di  Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember, yang
dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja secara tertulis.

Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember. sebagai pelaku usaha
yang bergerak di bidang jasa perjulunan wisata, kebanyakan perjanjian kerja
tersebut dibuat untuk waktu tertenitu, yang lebih dikenal dengan sebutan karyawan
kontrak. Undang-undang No.13 Tahun 2003 memang  mengatur  hubungan
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perjanjian kerja yang didasarkan untuk waktu tertentu, namun dari prespektif
pekerja hal tersebul sangat merugikan. Karena, pekerja juga membutuhkan
kepastian akan pekerjaan yang layak seperti telah di jamin oleh Undang-undang
Dasar. Sehingga untuk mengakomodir kebutuhan akan jaminan pekerjaan yang
layak, alternatif’ yang ditempuh oleh pekerja adalah melakukan kajian terhadap
segala klausul yang disepakati kedua belah pihak, agar nantinya dalam klausul
tersebut pekerja tidak merasa dirugikan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh
dalam bentuk skripsi dengan judul : PERJANJIAN KERJA ANTARA
PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN BIRO PERJALANAN WISATA
(BPW) RAJA TOUR JEMBER

1.2. Ruang Lingkup
Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan
ruang lingkup kajian skripsi. Hal ini dimaksudkan agar substansi pembahasan
tetap terfokus pada obyek kajian dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan
Ruang lingkup penulisun skripsi ini terbatas pada Hukum Ketenagakerjaan
yang terkait dengan perjanjian kerja antara Perusahaan Biro Penjalunan Wisata
(BPW) Raja Tour Jember dengan pekerja.

L3 . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa permasalahan
pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu
1. Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja antara pekerja dengan Perusahaan Biro
Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember?
Apa sajukah hak dan kewajiban pekerja yang ada pada Biro Perjalanan Wisata
(BPW ) Raja Tour Jember?
3. Apaksh yang menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  perjanjian  dan

bagaimanakah cara penyelesalannya ?

ra
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1.4. Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan utama, vaitu tujuan umum dan
tujuan khusus. Adapun masing-masing tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1L.4.1. Tujuan umum

. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan
mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember,

2. Scbagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan. khususnya pada bidang
[lmu Hukum Ketenagakerjaan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut ;
1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan
Biro Perjalanan Wiasata (BPW) Raja Tour Jember.
Untuk mengetahui hak dan kewjiban pekerja dengan perusahaan Biro Perjalan
Wisata (BPW) Raja Tour Jember.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian dan

!‘d

bagaimanakah cara penyelesaannya.

1.5. Metodologi Penulisan

Metode adalah suatu usabha untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji  kebenaran  suntu  pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan
menggunakan metode ilmiah, Suaty penulisan yang bersifat ilmiah  harus
menggunakan  secbuah  metodologi  agar mencapai  hasil yang objektif dan
mempuyai nilai ilmiah. Suatu karva ilmiah harus mengandung kebenaran vang
dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibuktikan dengan mengajukan data-
data  yang  scbenarnya  sehingga  mampu  menunjukkan  sifiat
ilmiahnya.(Hadikusuma, 1995:17)
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L5.1  Pedekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yung digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah pendekatan Yuridis Normatif. yaitu sustu pendakatan masalah dengan
melakukan  kajian-kajian lerahadap peraluran perundang-undangan  dan  teori
hukum yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro. 1998- 10).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum
Sesuai dengan penulisan hukum normalil, maka guna menggunakan
datanya dilakukan dengan cara meneliti sumber bahan hukum primer, sumber
bahan hukum skunder dan sumber bahan hukum penunjang, meliputi -
a. Sumber Bahan Hukum Primer.
Yaitu bahan hukum yang mengikat yvang terdiri dari perjanjian kerja, Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 lentang Ketenagakerjaan, persturan perundang-
undangan sampai bidang norma yang menjadi basic obyek kajian ( Sockanto,
1085: 14).
b. Sumber Bahan I lukum Sekunder
Memberikan penjelasan mengenal hahan hukum primer seperti misalnya hasil
penclitian, hasil karya tulis para sarjana ahli yang berupa literatur schingga
dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah yang
timbul dalam rangka penulisan skripsi ini. Selain iy juga, sumber dari
majalah. laporan, brosur serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan
permasalahan schingpa dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam
membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penulisan skripsi ini
(Soemitro, 1998: 107)
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Upaya mengumpulkan bahan penclitian dan  informasi yang ada
hubunganya dengan obyek penulisan skripsi ini, instrumen atau alat pengumpulan
bahan hukum memegang peranan yang penting. Karena jika alat-alat yang
digunakan tidak sesuai dengan pokok permasalahan.
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Dalam skripsi ini metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah:

1. Studi Pustaka
Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan bahan yang diperoleh dari
buku teks atau teori-teori dari sarjana dan ahli hukum. dokumen-dokumen
yang sccara langsung maupun tidak langsung mendukung  analisa
permasalahan

2. Studi lapangan
Selain  menggunakan studi  kepustakaan, penulis juga menggunakan
pendekatan studi lapangan, yaitu dengan menayakan secara langsung pada
objek penelitian lewat wawancara pada Biro Perjalunan Wisata (BPW) Raja
Tour Jember. Upayu ini dilakukan agar memperolch huasil penelitian yang
komprehensif terhadap penyelesaian suatau permasalahan.

154  Analisis Bahan Hukum

Metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran
singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangun statistik
akan tetapi berdasarkan atas analisa yang telah diuji dengan kaidah-kaidah atau
norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Setelah
bahan hukum dianalisis dan dibahas kemudian ditarik suatu kesimpulan yang
dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang
bersifat khusus atau dari hal-hal yang umum ke hal-hal vang bersifat khusus
(Ashofa, 1998 ; 15).
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1. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Keberadaan pekerja diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang diundangkan pada Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor

39 pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan
tersebut.

Konsekuensi  pemberlakuan  undang-undang  itu  adalah  dengan
dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Salah sat bentuk
pemberlakuan tersebut adalah mengenai perlindungan terhadap pekerja, Beberapa
perlindungan tersebut antara lain:

I. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk
memperoleh pekerjaan;

2. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dan pengusaha;

3. Setiap pekerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atan
mengembangkan kompetensi kerja  sesuai dengan bakal, minat dan
kemampuannya melalui pelatihan kerja;

4. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatun yang sama untuk mengikuti
pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya;

5. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan
dan keschatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai
dengan hurkal dan martabat manusia serta nilai-nilai agama;

6. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial
tenaga kerja; dan

7. Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi  anggota  serkat
pekerja/serikat buruh (Khakim, 2003:60).

Mengenai asas pemberlakuan ketentuan kelenagakeroaan terhadap semua
pekerja, di mana dischutkan bahwa semua ketentuan ketenagakerjaan berlaku
terhadap semua pekerja lunpa membedakan statusnya (Pasal) 3 Peraturan Menten
Tenaga Kerjp Nomor PER-O6/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian
Lepas.

Perlindungan pekerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya
sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak
ying kuat kepada pihak yang lemah, Unfuk itu pengusaha wajib melaksanakan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repositog@ﬁye Sitas,J S Py sorabaa
= - sy . "’-ﬂi—i.ﬁnu
* |

‘?;f URIVERSITES JEARR |

7

ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan penmdang-undangan yang
berlaku.

Sesuai dengan konteks di atas, pada perusahaan Biro Perjalanan Wisata
(BPW) di Raja Tour Jember sebagai pelaku uvsaha, secara otomofis harus
memberlakukan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 sebagai dasar perlindungan
hukum kepada pekerja lmplementasi tersebut tercermin pada perjanjian kerja
antara pekerja dengan pengusaha.

Pada kenyatamnya, perjanjian kerja yang dilakukan antara pengusaha
pada Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember dengan pekena didominasi
dengan melakukan perjanjian kerja wakiu tertentu yang lebih sering juga disebut
dengan sistem kontrak. Oleh karenanya, penulis ingin menganalisis pelaksanaan
dan substansi perjanjian tersebut apaksh sesua dengan Undang-undang No. 13
Tahun 2003 atau udak

2.2. Dasar Hukum
Dasar bukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi i adalah
1. Undang-Undang Dasar 1945,
Pasal 27
Ayat (2) “menyatakan bshwa Tip-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan vang lavak bagi kemanusiaan™.
kitab Undang-undang Hukum Perdat,
a.  Pasal 1313 KUH Perdata

P

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirmya terhadap satu orang lam ataun lebih™

b, Pasal 1320 KUH Perdata
Untuk sahnva suatu perjanjian, diperlukan empat syarat:

I Sepakat mereka vang mengikatkan din:
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal
¢. Pasal 1337 KUUHPerdma

“suntu schab adalah terlarang’ apabila dilarang oleh undang-undang, atau
apabila berlawanan dengan Kesusilaan bak atan ketertiban umum”™
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d. Pasal 1338 KUH Perdata

1. Semua perianiian vane dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Suatu perjanjian tidak dapat di tarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

3. Suatu perjanjian dengan itikat baik

e. Pasal 1601 KUHPerdata

Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang
di atur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-
syaral yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, olch kebiasaan, maka
adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak vang satu mengikatkan
dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan
menerima upih; perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

f.  Pasal 1601 a KUHPerdata

Perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si
buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah mhak yang lain si
majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan
menerima upah.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

a. Pasal 50
“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha
dan pekerja/buruh,”
b. Pasal 51
Ayat (1) ;"perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis atau secara lisan.”
Pasal 52

s

Ayat (1) : menyatakan bahwa perjanjian di buat atas dasar:

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuata hukum;
3. Adanya perjanjian yang diperjanjikan; dan
4. Pckerjaan  yang diperjunjikan  tidak bertentangan  dengan
ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.
d. Pasal 56

Avat (1) : “perianiian keria dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu
tidak tertentu.”
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Ayat (2) :perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagai mana di maksud

di dalam ayat (1) didasarkan atas -
a. jangka waktu ; atau
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

e. Pasal 59
Ayat (1) perjanjian keerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan fertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

o

3.
4.

Pekerjaun yang di perkirakan penyelesainaya dalam wakiu yang tidak
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

Pekerjaan yang bersifat musiman: atau

Pekerjaan yang berhuibungan dengan produk baru, kegitan baru, atau
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

f. Pasal 61
Ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian kerja berakhir apabila:

Pekerja meningal dunia;

Berahimya jangka waktu perjanjian kerja:

Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah
mempuyai kekuatan hukum tetap; atau

4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam
perjanjian kerja bersama vang dapat menyebabkan berahirnya
hubungan kerja.

e

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-06/MEN/1085 tentang Perlindungan

Pekerja Harian Lepas.

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-02/MEN/1993 temtang Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu.

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/

Men/2000  tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan

Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di

Perusahaan.
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian, Syarat dan Bentuk Perjanjian Kerja

a. Pengertian Perjanjian Kerja

Istilah perjanjian sebenamya tidak dikenal dalam KUH Perdata. yang ada
ialah perikatan atau verhintenis (pasal 1233) dan persetujuan atau overeenkomst
(pasal 1313). Beberapa ahli ahli hukum yang berbeda pendapat dalam
menggunakan istilah-istilah  tersebul.  Di  Indonesia istilah  verbintenis di
terjemahkan dalam tiga arti, vaitu perikatan, perhutangan dan persetujuan
(Kosidin , 1992:2).

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan batasan pengertian perjanjian adalah
suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri pada orang lain
untuk melaksanakan sesuatu hal,

Pembagian perjanjian menurut pasal 1601 KUHPerdata adalah:

L. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, ialah suatu perjanjian dimana
satu pihak menghendaki dari satu pihak menghendaki dari pihak lainnya agar
dilakukan sesuatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan, untuk itu salah satu
pihak bersedia membayar honorarium atau upah.(Kosidin, 1992:22).

2. Perjanjian kerja, ialah perjanjian antara seseorang buruh dan seorang
majikan, perjanjian mana ditandai dengan ciri adanya suatu hubungan
diperatas (dientverhoeding), dimana pihak majikan berhak memberikan
perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain (Subekti, 1995:58).

3. Perjanjian pemborongan kerja, ialah suatu perjanjian antara pihak yang saru
dengan pihak yang lain, dimana pihak yung satu (yang memborongkan
pekerjaan) menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak
yang lain, atas pembayaran uang fertentu sebagai harga pemborongan
(Kosidin, 1992:32).

Menurut pasal 1601 a KUHPerdata yang dimaksud perjanjian perburuhan
adalah:
“Suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh mengikatkan diri
untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan dengan
upah selama waktu tertentu™.
Perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian di mana sescorang mengikatkan
diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai
dengan syarat-syarat yang dijanjikan atau disetujui bersama.” (Shamad 1995:55)
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Perjanjian kerja yang dimaksud adalah suatu perjanjian antara pekerja dan
pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk
waktu tidak tertentu yang memuat syrat-syarat kerja, hak, dan kewjiban para pihak
(pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).

Prinsip yang menonjol dalam perjanjian kerja, yaitu adanya keterikatan
seseorang (pekerja/buruh) kepada orang lain (pengusaha) untuk bekerja dibawah
perintah dengan menerima upah. Jadi jika sescorang telah mengikatkan diri dalam
suatu perjanjian Kerja, berarti ia secara pribadi olomatis harus bersedia bekerja
dibawah perintah orang lain. Oleh ahli hukum disebut hubungan “diperatas”
(diensvorheiding) (Khakim, 2003:28),

b. Syarat Perjanjian Kerja

Syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjunjian tersebut
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut ketentuan
pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah pejanjian adalah:

l. Adanys persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membual perjaniar
(konsensus).Persetujuan kehenduk berarti adanya kesepakatan, seia sekata
pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Persetujuan ini sifatnya sudah
mantap, tidak lagi dalam perundingan.
Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity). Pada
umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbumtan hukum apabila ia
sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin
walaupun belum mencapai umur 21 tahun,
3. Ada suatu hal tertenty
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, obyek perjanjian, prestasi
yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat
ditentukan. Kejelasan mengenai pokok penjanjian atau objek perjanjian adalah
untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.
4. Suatu sebab yang halal (causa)
Kata “causa” berasal dari bahasa latin artinya “sebabh”. Yang dimaksud causa
yung halal dalam pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang
menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan
sebab dalam arti “isi perjunjion itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang
akan dicapai oleh pihak-pihak.

tad
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Asas-asas dalam perjanjian ada]ahl . ' imew |
I. Asas kebebasan berkontrak. e = 1-\-1.-‘.1

Maksudnya adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa
saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi
kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu:

a). Tidak dilarang oleh undang-undang;

b). Tidak bertentangan dengan ketertiban umum:

¢). Tidak bertentangan dengan kesusilaan

2. Asas pelengkap.

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak
diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan
sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Dalam hal ini
apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka
berlakulah ketentuan undang-undang.

3. Asas konsensualisme

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak  samt
tercupainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai  pokok
perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum
(Djumhbana, 1994:12),

¢. Macam dan Bentuk Perjanjian Kerja

Berdasarkan bentuknya Perjanjian Kerja dibagi menjadi dua macam vaitu:
1. Perjanjian kerja tertulis
Perjanjian kerja yang di tuangkan secara tertulis, merupakan kesepakatan
bersama antara pengusaha dan pekerja. Biasanya, dilakukan dengan malterai
Perjanjian kerja tidak tertulis

8

Perjanjian kerja ini, tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis antara
pekerja dengan pengusaha, melainkan dilakukan dengan cara kesepakatan
secara lisan antara pengusaha dengan pekerja (wawancara dengan Bapak Chuk
Shatu Widarsaha, selaku manajer Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour
Jember, 25 Mei 20085).
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Berdasarkan macam jangka waktunya perjanjian kerja dibagi menjadi dua
macam, yaitu :

. Perjanjian kerja untuk wakiu tertentu;

Perjanjian kerja ini diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. jika mengacu pada Pasal 59 avat (1)
pengertian dari perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara
pekerja/buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang
menurut jenis dan sifat atan kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam wakiu
tertentu. Menurut Peraturan Menten Tenaga Kerja perjanjian kerja wakiu tertentu
juga diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Rl No. PER 02/MEN/1993
tentang Perjanjian Kerja Wakiu Tertentu. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu
adalah perjanjian  kerja antara pekerja dan  pengusaha untuk  mengadakan
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu ( Pasal | ayat a
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-02/MEN/1993 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu),

Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis dengan menggunakan
hahasa Indonesia dan tulisan latin. Dibuat dengan rangkap 3 (tiga) masing-masing
untuk pekerja,pengusaha dan kantor Dinas Tenaga Kera setempat dan seluruh
biaya ditanggung oleh pengusaha (Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan
Menteri Tenaga Kerja No2 Tahun 1993 tentang Perjanjian Kerja Wakiu
Tertentu). Dalam kesepakatan waktu tertentu tidak boleh adanya masa percobaan,
jika dalam kesepakatan  tersebut dicantumkan masa percobaan,maka masa
percobaan tersebut batal demi hukum (Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri
Tenaga Kerja No.2 Tahun 1993 ).

Perjanjian kerja waktu tertentu harus memenuhi syarat-syarat,yaitu:

L Otbuat atas kemauan atau kehendak dari kedua belah pihak tanpa adanya
pemaksaan dari pihak manapun serta dalam bentuk apapun;

b. Adanya kemampuan dan atau kecakapan pihak-pihak untuk membuatl suatu
kescpakatan:

¢. Adanya pekerjaan tertentu;

d. Yang disepakati tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau tidak
bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan ( Rokham, 1999:18)
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2. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu

Perjanjian kerja ini tersurat pada Pasal 1603 q ayat (1) KUH Perdata yang
menyatakan bahwa lamanya hubungan kerja tidak ditentukan. baik dalam
perjanjian atau peraturan majikan maupun dalam peraturan perundang-undangan
atau pula menurut kebiasaun.maka hubungan kerja itu diadakan untuk waktu tidak

tertentu.

Lebih lanjut dinyatakan pada pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003, disamping alasan-alasan tersebut diatas, perjanjian kerja waktu tidak
tertentu secara otomatis terjadi sebagai akibat pelanggaran pengusaha terhadap
pasal 57 ayat (1) yakni membuat perjanjian kerja wakiu tertentu secaru tidak
tertulis.

Bentuk dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu berbeda dengun perjanjian
kerja untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus
dibuat secara tertulis dan memuat:

Nama dan alamat perusahaan dan jenis usaha;

Nama, jenis kelamin,umur dan alamat pekerja/buruh;

Jabatan atau jenis pekerjaan;

Tempat pekerjnan;

Besarnya upah dan cara pembayarannya;

Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha/buruh:
Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

Tempal dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan

Tanda tangan para pihak (pasal 54 ayat (1) Undang-undang No.13  Tahun
2003)

o st

i e B

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu hentuknya bebas, artinya dapat
tertulis atau lisan. Tetapi untuk masa sekarang dimana perkembangan dunia
perusahaan semakin kompleks, sebaiknyn perjanjian kerja dibuat tertulis demi
kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam
petjanjian tersebut serta adanya administrasi yang baik bagi perusahaan.

Isi perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak ditentukan tentang isi dari
perjanjian kerju. Pada pokoknya isi dari perjajian kerja tidak dilarang oleh
peraturan perundangan atau tidak bertentangan dengan ketertiban atau kesusilaan.

Isi perjanjian kerja dalam prakiek dilapangan mengenai besamya gaji atau
upah, macam pekerjaan dan jangka waktunya. Dengan demikian perjanjian kerja
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hanya memuat syarat-syarat kerja yang sederhana atau minim mengenai gaji atau
upah saja.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu menunit pasal 54 ayat (3) Undang-
undang No.13 Tahun 2003, dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing untuk
buruh/pekerja dan pengusaha. sedangkan menurut PERMENAKER No.02/MEN
1993 perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dengan rangkap 3 (tiga) masing-
masing untuk pekerja, pengusaha dan Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat ( pasal
6 PERMENAKER No.02/MEN 1993 perjanjian kerja waktu tertentu),

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus didaftarkan pada Kantor Dinas
Tenaga Kerja setempat dalam wakiu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
sejak ditandatanganinya. Biaya-biaya dalam rangka pembuatan perjanjian kerja
menjadi tanggungan pengusaha ( pasal 6 ayal (2) PERMENAKER No.O2/MEN
1993 perjanjian kerja waktu tertentu). Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
bentuknya bebas artinya dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Selain itu
bahasa yang digunakan juga bebas, demikian juga dibuat rangkap berapa terserah
pada kedua belah pihak.

Perjanjian kerja untuk untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka
wakiu tertentu dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang
hanya satu kali suja dengan waktu yang sama, tetapi paling lama satu tahun.
Untuk mengadakan perpanjangan pengusaha harus memberitahukan maksudnya
secarn tertulis kepada pekerja selambat-lambainya 7 (tujuh) hari sebelum
perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut berakhir ( pasal 59 ayat (4) dan (5)
UL No.13 Tahun 2003)

Perjanjian  kerja untuk waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah
melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhimya perjanjian kerja
wiktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja wakiu tertentu ini hanya
holeh dilukukan satu kali dan paling lama dua tahun ( pasal 59 ayat (6) UU No.13
Tahun 2003).
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2.3.2 Pengertian Pekerja, Hak-hak dan Kewajibannya
a. Pengertian Pekerja

Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal | angka 2 Tenaga
Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan
barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakal.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa istilah pekerja mengandung pengertian
yang bersifat umum, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
untuk masyarakat. Pengertian tesebut belum jelas menunjukkan status hubungan
kerjanya (Khakim, 2003: 2).

Secara khusus pengertian buruh/pegawai adalah :

Bekerja pada atau untuk maiikan/perusanaa:

Imbalan kerjanya dibayar oleh majikan/perusahaan:

Secara resmi terang-terangan dan kontinu  mengadakan hubungan kenja
dengan majikan/perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka
waktu tidak tertentu lamanya. (Halim 1990:11)

fad Il =

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dan pasal 1 angka 3 Undang-undang No.13 Tahun 2003
memberikan pengertian pekerjo/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Disini jelas pengertiannya terkait
dalam hubungan kerja bukan diluar hubungan kerja

Pengertian tenaga kerja ini lebih luas dari pengertian pekenja/buruh karena
pengertian tenaga kerja mancakup pekerja/burub yaitu pekerja yang sedang terikat
dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja.

Pekerjw/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain, Dengan kata lain pekerja/buruh adalah tenaga kerja
yang sedang dalam ikatan hubungan kerja (Rusli, 2004:13)

Istilah pekerja lebih menunjuk pada proses keberadusn sebuah subyek
yung nampak “pekerja itu mandiri” seorang manajer bisa disebut pekerja, seorung
Insinyur itu pekerja. Pekerja sangat dimungkinkan menjadi tuan untuk pekerjaan
yang dilakukannya (Rudiono, 2000:8).
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h. Hak-hak dan Kewajiban Pekerja

Hubungan kerja pada dasarnya merupakan hubungan yang mengatur/memuat
hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. takaran hak dan
kewajiban masing-masing pihak haruslah seimbang. Oleh sebab itu, hakikat “hak
pekerja/burub™ merupakan “kewajiban pengusaha”, dan sebaliknya “hak
pengusaha™ merupakan “kewajiban pekerja/buruh™ (Khakim, 2003:26).

Kewajiban para pihak diatur dalam KUH Perdata sebagai berikut:

1. Kewajiban Pekerja/Buruh

a)
b)
c)
d)

€)

Melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai vang diperjanjikan denean sebais -
baiknya (Pasal 1603 KUH Perdata);

Melaksanakan pekerjaan sendiri, tidak dapat digantikan oleh orang lain
tanpa ijin dari pengusaha (Pasal 1603 a KUH Perdata);

Menaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan (Pasal 1603 b KUH
Perdata);

Menaati peraturan (ata tertib dan tata cara yang berlaku di rumah/tempat
majikan bila pekerja tinggal disana (Pasal 1603 ¢ KUH Perdata);
Melaksanakan tugas dan segala kewajibannya secara layak (Pasal 1603 d
KUHPerdata).

2. Kewajiban Pengusaha

a)
b}

<)

d)
¢)

a)
h)

<)

d)

c)

Membayar upah kepada pekerja (Pasal 1602 KUH Perdata);

Mengatur pekerjaan dan tempat kerja (Pasal 1602 wyv,w dan v KUH
Perdata);

Memberikan cuti atau libur ( Pasal 1602 v KUH Perdata);

Mengurus perawatan/pengobatan pekerja (Pasal 1602 x KUH Perdata);
Memberikan surat keterangan (Pasal 1602 z KUH Perdata).

Hak-hak buruh/pekerja Indonesia diantaranya:

Pekerja tidak boleh menerima perlakuan diskriminasi;

Pekerjn  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghasilan yang layak bagi
kemanusiaan;

Kebebasan memilih atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan
kemampuannya;

Mendapatkan pembinaan keahlian, dan kejujuran untuk memperoleh serta
menambah Keahlian dan ketrampilan kerja sehingga potensi dan daya
kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka mempertinggi kecerdasan
dan ketangkasan kerja;

Mendapatkan  perlindungan  atas  keselamatan, keschatan, kesusilaan
pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat
munusia dan moral agama;

Mendirikan dan menjadi anggota perserikatan buruh;
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g) Hak mogok. demonstrasi dan fock our:

h) Hak-hak pekerja lainnya yang terdapat dalam peraturan pelaksana lmnn}ra

(Djumhana 1994:246)

23.3 Tentang Perusahaan Biro Perjalanan Wisata (BPW)

Pengertian tentang Biro Perjalanan Wisata (BPW) dengan Agen
Perjalanan (Travel Agent ) hingga saat ini masih belum dipahami benar oleh
kebanyakan orang. Karena sepintas kelihatannya kegiatan perusahaan tersebut
hampir sama yaitu memberikan informasi dan pelayanan bagi orang-orang yang
akan melakukan perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya
(Yoeti 1997:27).

Menurul Surat  Keputusan Direktur Jendral Pariwisata pasal 4 No,
Kep 16/U/MI/1998 tentang Pelaksanaan Usaha Perjalanan memberikan batasan
pengertian Perusahaan Biro Perjalanan Wisata (BPW) dengan Agen Perjalanan
sehagai berikut:

Biro perjalanan adalah kegiatan usaha bersifai komersial yang mengatur,.

menyediakan  dan menyelenggarakan  pelayanan  bagi  seseorang,

sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama
untuk berwisata

Keputusan tersebut, menjelaskan pula tentang Biro Perjalanan Umum
sebapai berikut ;

* Biro perjalanan umum adalah badan usaha yang menyelenggarakan

kegiatan usaha perjalanan ke dalam negeri atau di dalam negeri dun atay

ke luar negeri”

Pengertian  Agen Perjalanan dalam Keputusan ftersebut  didefinisikan
schagai berikut:

® Agen perjalanan adalah badan usaha yang menyelenpgarakan usaha

perjalanan yang bertindak sebagai  perantara di dalam menjual dan atau

mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.”

Kedua pengertian distas apabila dicermati memberikan batasan ruang
lingkup vang berbeda antara Biro Perjalanan dengan Agen Perjalanan. Sesuai
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dengan pasal 4 Keputusan Direktorat Jendral Pariwisata No. Kep.16/U/1/1998
Biro Perjalanan mempunyai ruang lingkup kegiatan usaha yang terdiri atas:

1)

Membuat,menjual dan menyelenggarakan paket wisaz

2) Mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perorangan dan
atnu kelompok orang yang diurusnya;

3) Melayani akomodasi, restoran dan sarana wisata lainnya;

4) Mengurus dokumen perjalanan;

5) Menyelenggarakan penduan perjalanan wisata;

6) Melayani penyelenggaraan konvensi.
Ruang lingkup Agen Perjalanan mencakup kegiatan usaha dan sarana

wisata sebagai berikut:

1) Menjadi perantara di dalam pemesanan tiket angkutan udara, laut dan
darat:

2) Mengurus dokumen perjalanan;

3) Menjadi perantara di dalam pemesanana akomaodasi, restoran dan sarana
wisata lainnya

4) Menjadi paket-paket wisata yang dibuat oleh Biro Perjalanan Umum

(pasal 4 Keputusan Direktur Jendral Panwisata No. Kep. 16/L/11/1998)

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup usahanya, sudah jelas

perbedaan antara Biro Perjalanan  dan Agen Perjalanan. Selanjuinya Biro
Perjulunan Wisatu (BPW) mempunyai peranan penting dalam dunia pariwisata.

Ada 2 (dua) lungsi Biro Peqgalanan Wiasata (BPW) yailu perantarn  dan

organisalor,

Biro Perjalanan Wiasata (BPW) sebagai peraniara mempuyai tugas:

1. memberikan informasi bagi calon wisatawan, vang akan melakukan perjalanan

wisata, terutama mengenat daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi (seperti

obyek wisata, atraksi wisala yang diprioritaskan untuk dilihat), pengurusan

dokumen perjalanan;

2. memberikan informasi kepada pelanggannya tentang hotel yang ada, terutama

mengenat lokasi, kategort kamar vang tersedia, tanl kamar, dan makanan serta

minuman yang dapal disediakan;

3. membantu pelanggan untuk melakukan reservasi hotel yang diinginkannya;

4. menyediakan transportasi atau transfer dan dan kedaerah tujuan wisata atau

airport;
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5. mengatur perencanaan sightseeing alau lour yang akan di selenggarakan serta
mengunjungi obyek dan atraksi wisata yang akan dilihat. (Yoeti, 1997:32)

Biro Perjalanan sebagai pengatur atau (organisator) tidak hanya terbatas
mempertemukan wiasatawan selaku konsumen dan pengusaha masing-masing
industri pariwisata, tetapi mempuyai fungsi yang lebih penting  vaitu
mempersiapkan macam-macam tour yang mungkin dapal ditawarkan bagi calon
wisatawan sesuai dengan permintaan.

Fungsi sebagai pengatur merupakan fungsi yang bersifat kreatif.
Menentukan praduga atau( inisiatif), daya hayal (immagination) dan berjiwa
pembaharuan (inovation) serta mempuyai keahlian dalam cara mengatur fari).
Artinya  Biro  Perjalanan Wiasata (BPW) harus mempuyai  keberanian
merencanakan tour kedaerah tujuan yang baru, dengan obyvek dan atraksi wisata
yang berbeda dengan yang biasanya di jual. Dengan kata lain, harus bisa menggali
obyek dan atraksi yang mungkin dapat menarik serta dapat disenangi olch

wisatinwan,
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11l. PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Perusahaan Biro
Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember

Bentuk perjanjian kerja yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata
(BPW) Raja Tour Jember dengan pekerja selama ini didominasi oleh perjanjian
kerja waktu tertentu. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003,
apabila pengusaha menggunakan perjanjian kerja dengan benluk waktu tertentu
harus dilakukan secara tertulis.( Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003).

Sebagaimana perjanjian pada umunya, perjanjian kerja waktu (ertentu
(PKWT) harus memenuhi syarat-syarat pembuatan. Adapun syaral pembuatan
perjanjian kerja waktu tertentu lerbagai menjadi duan macam. Yaitu, sayarat
materiil dan syarat formil. Syarat materiil diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut:

adanya kesepakatan kedua belah pihak;

Kemampuan atau kecakapan melakukan perbutan hukum;

adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

pekerjuan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

o TP

Selunjutnyn diatur  pula bahwa perjanjian kerja wakw tertentu tidak
mensyaratkan adanya masa percobaan kerja (Pasal 58 avat (1) UU No.13 Tahun
2003). Ketentuan yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di
atas telah dilaksanakan oleh Biro Perjalanan Wiasata (BPW) Raja Tour Jember,
yaitu tidak melaksanakan masa percobaan kepada pekerjunya yang melakukan
pekerjaan waktu tertentu,

Pasal 1 Perjunjian Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja di  Biro
Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember (lihat lampiran 1) vang mengatur
status dan jungka waktu  discbutkan bahwa jungka waktu perjanjian kerja
dilakukan selama satu tahun, terhitung sejak ditandatangani perjanjian tersebut.

Berdasarkan klausul tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa perjanjian
kerja yang dilakukan oleh Pekerja pada Biro Perjalanan Wisata ( BPW) Raja
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Tour Jember adalah perjanjian kerja waktu tertentu, karena menyebutkan jangka
wakiu perjanjian kerja dilakukan selama satu tahun. Perjanjian kerja waktu
tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, vaitu perkerjaan
yang sifalnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan
merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau
pekerjaan yang bukan musiman. Pckerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan
vang tidak tergatung cuaca atau kondisi tertentu. Bila pekerjaan itu merupakan
pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibaiasi waktu dan
merupakan bagian dari suatu proses produksi. letapi tergantung cuaca atau
pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu. maka pekerjaan
tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap,
sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan
terientu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai
dalam waktu tertentu, yaitu:

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara si fatnya;

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu vang ldak lama,
dan paling lama 3 (tiga) tahun;

¢. Pekerjaan yang bersifat musiman, atau:

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan (Khakim, 2003 :54).

Berdasarkan kriteria di atas, latar belakang perusahaan biro jasa  Biro
Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember menggunakan perjanjian kerja waktu
tertentu dikarenakan pekerjaan tersebut mempunyai sifat sementara dan musiman.
Hal ini didasarkan pada tugas kerja yang diberikan oleh pengusaha kepada tenaga
kerja, misalnya sebagai Marketing Executif yang bertugas memasarkan produk-
produk dari Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember. Serta menjadi
Tour Leader atau Assisten Tour Leader pada tour yang dilaksanakan oleh
pengusaha (Pasal 2 Perjanjian Kerja). Asumsi pekerjaan tersebut bersifat
sementara dan musiman adalah bahwa pelaksanaan tour memang selama ini
dilakukan berdasarkan waktu-waktu tertentu atau cvent-event (tertentu sdja,
dimana tidak dapat dipastikan kapan tour tersebut harus dilaksanakan, karena itu
semua tergantung dari konsumen yang akan melakukan perjalanan wisata.
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Selain syarat materiil di atas, perjanjian kerja waktu tertentu juga harus
memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang
MNomor 13 Tahun 2003, yaitu:

Nama. alamat perusahaan dan jenis usaha;

Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh:

Jabatan atau jenis pekerjaan;

Tempat pekerjaan;

Basamya upah dan cara pembayarannya;

Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh;

g. Jangka waktu mulai berlakunya perjanjian kerja;

h. Tempat dan lokasi perjanjian kerja di buat; dan

i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

mpanop

Berdasarkan syarat formil di atas, pelaksanaan perjanjian kerja selama ini di
Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember telah memenuhi syarat formil
vang diatur dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Scbagai catatan, bahwa
syarat-syarat kerja yang dimuat dalam perjanjian kerja waktu tertentu tidak bolch
lebih rendah dari syarat-syarat kerja yang termuat dalam peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama (PKB). Bila ternyata kualiatas isinya lebih rendah,
maka syarat-syaral kerja yang berlaku adalah yang termuat dalam Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Perjanpian kerja waktu tertentu di buat dalam rangkap 3 (tiga), masing-
masing rangkap untuk pekerja, pengusaha dan dinas/instansi yang membidangi
kepekerjaan setemput. Seluruh biaya yung timbul atas pembuatan perjanjian kerja
waktu tertentu menjadi tanggung jawab pengusaha.

Kenyataan selama ini, pihak pengusaha sering kali mengabaikan pembuatan
perjanjian kerja waktu tertentu schanyak 3 (tign) rangkap, melainkan hanya 2
(dua) rangkap suja, yaitu untuk pekerja dan pengusahn, sedangkan untuk dinas
yang terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja setempal seringkali tidak diberikan
olch pihak pengusaha. Memang dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal
54 ayat (3) menycbutkan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha
dilakukan (2) dus rangkap. Pengaturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu di
atur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 namun untuk aturan pelaksanaan
perjanjian memakai  Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER. 02/MEN/1993
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karna lebih mencerminkan perlindungan terhadap pekerja, substansi pengaturan
pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tidak mencerminkan perlindungan
kepada pekerja, dibandingkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Pasal | (a)
No.PER. 02/MEN/1993 yang mengatur perjanjian kerja harus dilakukan rangkap
3 (tiga).

Fungsinya adalah memberikan perlindungan  kepada pekerja, agar
pengusaha tidak sewenang-wenang melakukan pemutusan hubungan kerja sccara
sepihak, karena dalam melakukan pemutusan hubungan kerja, harus ijin dan
memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja. Bila arsipnya hanya dua, untuk
pekerja dan pengusaha, sedangkan Dinas Tenaga Kerja tidak diberi, maka
perlindungan kepada pekerja semakin kecil dibandingkan bila arsip juga diberikan
kepada Dinas Tenaga Kerja.

Jangka waktu perjanjian kerja wkiu tertentu adalah paling lam 2 (dua) tahun
dan hanya boleh di perpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama |
(satu) tahun. Jadi, total jangka wakiu perjanjian kerja untuk waktu tertentu beserta
perpanjangannya adalah 3 (tiga) tahun . (pasal 59 ayat (4) Undang-undang Non13
Tahun 2003). Prosedur selanjutnya yang harus di lakukan olch pengusaha apabila
bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu, paling lama 7 (tujuh)
hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, harus telah memberitahukan
miksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

Salah satu pihak dalam perjanjisn kerja waktu (ertentu jika ingin
mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhimya jangka waktu yang ditetapkan
dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atan berakhimya hubungan kerja bukan
karena ketentuan yang diperbolehkan dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003
(Pasal 61 ayat (1)), maka pihak yang mengakhiri hubungan kerju diwajibkan
membayar ganti rugt kepada pihak lainnya sebesar upah pekerjawburuh sampai
batas waktu berakhirnya jangka waktu perjunjian kerja (Pasal 62 UU No. 13 Tahun
2003),

Pihak yang mengakhiri hubungan kerja bisa dari pihak pekerja dan bisa pula
dari pihak pengusuha, Ketentuan pasal 62 tersebut menentukan pihak yang mana
saja (baik pihak pekerja maupun pihak pengussha), bila ingin menggakhiri
hubungan kerja waktu tertentu sebelum berakhimya masa berlaku perjanjian kerja
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tersebut, wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja
sampai batas waktu berakhimya jangka waktu perjanjian. Jadi, seandainya
seorang pekerja dalam hubungan kerja waktu tertentu selama 2 tahun bila baru
bekerja 2 bulan dan ingin mengakhiri hubungan kerja tersebut maka pekerja
tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada pengusaha sebesar 24 bulan (2
Tahun)-2 bulan = 22 bulan gaji.

Banyak pengusaha cenderung mengikat pekerjanya dengan perjanjian kerja
waktu tertentu karena tidak menyadari bahwa perjanjian kerja waktu tertentu itu
sebenarnya merugikan pengusaha, kecuali bila pengusaha ingin mengikat pekerju
itu agar tidak berhenti sebelum habis masa berlakunya perjanjian kerja waktu
tertentu,

Contohnya, adalah karena perjanjian kerja wakiu tertentu tidak boleh
mencantumkan masa percobaan yang tiga bulan, maka seandainya pekerja baru
dua bulan bekerja dari jangka waktu 2 tahun masa perjanjian kerja waktu tertentu
dan pengusaha menyadari bahwa scbenamya pekerja it kurang baik. Lalu
pengusaha ingin mengakhiri hubungan kerjn dengan pekerja tersebut maka
pengusaha wajib memberikan ganti rugi sebanyak 24 bulan (2 tahun) — 2 bulan
(masa bekerja) = 22 bulan gaji. Sedangkan kalou pekerja itu diikat dengan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu, maka bisa didakan masa percobaan selama 3
(tiga) bulun, dan seandainya baru dua bulan bekerja (masih dalam masa
percobaan), maka pengusaha tidak perlu memberikan ganti rugi apapun kepada
pekerja itu (Ruslhi, 2004:93).

Pengusaha takut pekerja akan mengakhiri hubungan kerjia dalam waktu
dekat, maka sebaiknyalah pengusaha mengikat pekerjanya dengan perjanjian kerja
wiktu tertentu. Tetapi jika tidak ada yang dikuatickan akan kehilangan pekerja
tersebut, maka perjanjian kerjanya sebaiknya adalah perjanjian kerja waktu tidak
tertentu.

Mengenai  pelaksanaan ketentuan ganti kerugian apabila pekerja atau
pengusaha mengakhiri hubungan kerja pada Biro Perjalanan Wiasata (BPW) Raja
Tour Jember, tidak terlaksana. Hal ini di sebabkan, kedua belah pihak yaitu pihak
pengusaha dan pekerja telah sepakat bahwa apabila pekerja mengakhiri hubungan
kerjanya dengan dengan pihak pengusaha maka pekerja tidak berhak mendapatkan
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pesangon atau ganti rugi (Vide pasal 6 perjanjian kerja). Ketentuanmtndang.
undang sebagaimana disebutkan di atas, sering kali disampingi oleh pengusaha
dan pekerja dikarenakan sangat memberatkan kedua belah pihak (pengusaha dan
pekerja). Mengingat kedua-duanya harus memberikan ganti kerugian apabila
mengakhiri hubungan kerja waktu tertentu sebelum jangka waktu vang telah
ditentukan,

Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 59 ayat (6) mengantisipasi
permainan hukum dari pengusaha dengan menetapkan bahwa suatu pembaharuan
perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan dengan syarat:

I. Setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhimya
perjanjian kerja waktu tertentu yang lama; jadi ada masa 30 (tiga puluh) hari
dimana pekerja tidak bekerja pada pengusaha tersebut;

2. Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya boleh dilakukan 1 (satu)
kali dan paling lama 2 (dua) tahun (Khakim, 2003:65).

Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat bertentangan dengan syarat
terscbut di atas , misalnya tidak ada masa keluar atau berhenti dulu, maka
pembaharuan perjanjian kerja tersebut menjadi batal demi hukum dan menjadi

perjanjian kerja tetap. Persoalannya adalah pelaksanaan ketentuan tersebut sering
pula dilakukan disamping oleh perusahaan, di tambah pengetahuan pekerja
mengenai  peraturan - perundang-undang  sangat  minim.  Sehingga  pihak
pengusaha/perusahuan yang melakukan pembaharuan kerja tidak sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, pekerja tidak mengetahuinya. Oleh karenya status
pekerja senantiasa tetap menjadi karyawan kontrak sesuai dengan perjanjian kerja
waktu tertentu.

Upaya mengantisipusi ketidak tahuan pekerja tersebut, maka peranan
organisasi serikat pekerja/serikat buruh sangat diperlukan sebagai wadah untuk
mengontrol kebijokan perusahaan. Dalam pasal 4 Undang-undang No.21 Tahun
2000 tentang serikat pekerja adaluh untuk memberikan perlindungan. Pembela
hak dan kepentingan, sertu meningkatkan kesejohternan  yang layak  bagi
pekria‘buruh dan keluarganya.

Syarat dibentuknya serikat pekerja atau serikat buruh yang berjumlah
minimal 10 (sepuluh orang) (vide Pasal 5 Undang-Undang 21 Tahun 2000) telah
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tetpenuhi. Schingga seharusnya pekerja yang melakukan perjanjian kerja waktu
tertentu, membentuk serikat buruh. Pada Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja
Tour Jember, saat ini masih belum ada Serikat Pekerja/Serikat Buruh, walaupun
Jumlah pekerjanya telah melebihi 10 orang (jumlah pekerja pada Biro Perjalanan
Wisata (BPW) Raja Tour Jember saat ini 15 orang). Perusshan belum
menganjurkan pada pekerja untuk mendirikan Serikat Pekerja  dikarenakan
statusnya adalah karyawan yang bekerja waktu tertentwkarvawan free land
(wawancara dengan Bapak Chuk Shatu Widarsaha, selaku manajer Biro
Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember, 25 Mei 2005).

Jumlah pekerja tetap pada Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour
Jember sebanyak 3 orang yaitu, Manajer Marketing, Operasional Manajer dan
bagian administrasi dan keuangan. Selain ketiga bidang tugas tersebut, karvawan
yang bekerja pada Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember melakukan
perjanjian kerja waktu tertentu dengan kriteria Perjanjian Kerja Harian |epas (free
land),

Ketentuan mengenai perjanjian kerja harian lepas terdupat dalam Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerjn
Harian Lepas. Dalum peraturan ini memang secara eksplisit tidak ada pengertian
tentang perjanjian kerja harian lepas, yang ada hanya pengertian pekerja harian
lepas (Khakim, 2003: 32)

Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985
menyatakan bahwa :

pekeria harian lepas adalan pexena vang oexera paga pengusans
melakukan suatu pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah dalam waktu
maupun volume pekerjaan dengan menerima upah vang didasarkan atas
kehadiran pekerja secara harian,

Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-
1 SO/MEN/1999 menyatakan bahwa:

pekerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk

melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun

kontinuitas pekeriaan denean menerima upah didasarkan atas kehadirannva
secara harian,
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Perjanjian kerja harian lepas menurut penulis adalah bentuk perjajian kerja
antara pekerja dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam suatu
pekerjaan tertentu vang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitasnya,
pembayaran upah berdasarkan kehadiran pekerja secara harian .

Beberapa ketentuan prinsip mengenai perjanjian harian lepas menurut
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 adalah:

a) bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja harian lepas terhadap
pekerjaan yang bersifat rutin, tetap dan berlanjut (pasal 2 ayat (2) );

b) kriteria terhadap pekerja yang diperbolehkan untuk pekerjaan harian lepas
(pasal 2 ayat (2) ):

1. jangka waktu pekerjaan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan
tidak melebihi 3 (tiga) bulan:

2. pekerjaan tersebut dilakukan tidak melebihi 20 (dua puluh) hari kerja
dalam sebulan dan tidak terikat dengan jam kerja yang berlaku secara
umum dalam perusahaan:

3. pekerjaan tersebut dilakukan menurut musim tertentu, seperti musim
lanam, musim panen, musim giling dan sebagainya:serta

4. pekerjaan bongkar muat yang dilakukan secara tidak tetap.

€) semua peraturan kepekerjaan pada asasnya berlaku terhadap pekerja tanpa
membedakan statusnya (pasal 3):

d) pengusaha yang mempekerjakan harian lepas melebihi 3 (tiga) bulan
berturut-turut dan dalam setiap bulan melebihi 20 (dua puluh) hari kerja
maka pekerja harian lepas tersebut mempuyai hak yang sama dengan pekerja
tetap (pasal 4):

€) pengusaha wajib membuat dan memelihara daftar pekerja harian lepas yang
dipekerjakan dan menyampaikanya kepada Dinas Tenaga Kerja selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sejak mempekerjakan pekerja harian lepas, termasuk
bila terjadi penambahan atau pengurangan pekerja harian lepas (pasal 5):

f)  upah bagi pekerja harian lepas tidak bolech kurang dari upah minimum yang
ditetapkan pemerintah (pasal 7) (Khakim, 2003: 32).

Contohnya dalam praktek sering ditemukan pelanggaran yung dilakukan
pengusaha terhadap ketentuan tersebut, adalah terdapat beberapa perusahaan yang
mempekerjakan pekerja harian lepas untuk jenis pekerjaan yang bersifat rutin,
melebihi 20 (dua puluh) hari kerja dalam sebulan dan terikat dengan jam kerja
perusahaan pada umumnya. Alasan klasik perusahaan adalah untuk meningkatkan
produktivitas kerja, tetapi secara hukum prakteknya mengabaikan perlindungan
pekerja.

Selain itu, pembayaran upah borongan, padahal ketentuanya minimal upah

minimum, Walaupun secara teknis, ketentuan ini masih perlu diterjemahkan secara
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tegas. Apakah konteks upah minimum itu dalam arti sebesar upah minimum
sebulan penuh atau upah minimum dibagi dengan 21 (dua puluh satu), 25 (dua
puluh lima), 30 (tiga puluh) hari kerja. Permasalahan ini tentu merupakan tugas
pemerintah (c.q. Depnaker/Disnaker melalui pegawai Pengawas Kepekerjaan), dan
juga partisipasi pekerja/buruh  atau serikat pekerja/serikat buruh untuk
mengatasinya.

Pemutusan Hubungan Kerja yang tercantum dalam klausul perjanjian kerja
di Biro Perjalanan Wiasata (BPW) Raja Tour Jember (pasal 5 perjanmjian kerja)
menyatakan:

~. oihak pengusaha berhak melakukan pemutusan Hubungan Kerja terhadap

Pihak Kedua, bilamana terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap

ketentuan yang berlaku, dalam hal ini pekerja tidak mendapatkan uang

pesangon;

2.  Terhadap terjadinya hal sebagaimana ayat (1) di atas, pengusaha terlebih
dahulu memberikan teguran lisan maupun tertulis.

Klausul di atas apabila dikaji menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003
adalah telah memenuhi kriteria pemutusan hubungan kerja yang ada dalam
Undang-undang. Karena dalam klausul terscbut menyebutkan bahwa pengusaha
berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran atau kesalahan
yang di buat oleh pekerja.

Menurut pasal 158 Undang-undang No.13 Tahuan 2003 menyatakan bahwa
pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja.
karena berbagai alasan pekerja/buruh:

1. Berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama

waktu tidak melebihi 12 (dua belas) bulan terus menerus;

Memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundanga-undangan yang berlaku;

Menjalankan ibadah yang diperintahkan apamanya:

Menikah;

Hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya;

Pertalian darah/perkawinan dengan pekerja/buruh lainya di dalam satu

perusahaan, kecuali di atur lain dalam perjanjian kerja. peraturan perusahaan

atau perjanjian kerja bersama;

7. Mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh
diluar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau
berdasarkan ketentuan yang di atur dalam perjanjian kerja. peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

e
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8. Pengaduan pekerja kepada vang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang
melakukan tindak pidana kejahatan:

9. Perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis
kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan;

10. Dalam kaadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena
hubungan kerja menurut keterangan dokter, vang jangka waktu
penyembuhannya belum dapat di pastikan.

Pengusaha dapat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh (pasal 158 ULl No.13 Tahun 2003) karena alasan pekerja/buruh
telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

I. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang milik
perusihaan,

2. Memberikan keterangan palsu atau yang di palsukan schingga merugikan
perusahaan

3. Mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau
mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif’ lainya di lingkungan
kerja.

4. Melakukan perbuatan asusila dan perjudian di lingkungan kerja;

5. Menyerang, menganiaya, mengancam atay mengintimidasi teman sekerja atau
pengusaha di lingkungan kerja;

6. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuastan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

7. Dengan ceroboh atan segaja merusak atau membiarkan dalam keadaan
bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan;

8. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam
keadaan bahaya di tempat kerja;

9. Memboikot atau membocorkan rahasia  perusshaan  yang  seharusnya
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau

10. Melakukan perbuatan lainya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persyaratan  lain  yang harus  dipenuhi  pengusaha dalam  melakukan

pemutusan hubungan kerja adalah bukti pendukung:

Pekerjw/buruh tertangkap tangan;

Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atsu

Bukti lain berupa kejadian yang dibuat oleh pihak vang berwenang di
perusahaan yang bersangkutan dan didukung sekurang-kurangnya 2 (dua)
saksi (Khakim, 2003: 114)

ol e B

Selain persyaratan diatas, dalam klausul perjanjian kerja antara pekerja
dengan Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember di Biro Perjalanan
Wisata (BPW) Raja Tour Jember perusashaan harus memberikan teguran baik
secara lisan atau tulisan terlebih dahulu kepada pekerju yang melakukan kesalahan
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sebelum melakukan Pemutusan Hunbungan Kerja. Teguran secara tertulis
diberikan kepada pekerja sclama 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam waktu satu
bulan.Proses pemutusan hubungan kerja di Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja
Tour Jember dilakukan dengan (3) tiga tahapan yaitu yang Pertama pekerja
diberikan teguran lisan oleh perusahaan dalam waktu 1 (satu) nunggu, apabila
pekerja tidak mengindahkan teguran tersehbut maka perusahaan akan memberikan
teguran yang kedua yaitu dengan teguran secara tertulis dalam wiktu 1 (satu)
minggu, apabila pihak pekerja tetap tidak mengindahkan teguran yang kedua
maka perusahaan akan memberikan teguran yang ketiga yaitu dengan teguran
secard tertulis sckaligus pemanggilan terhadap pekerja dalam waktu 2 (dua)
minggu, apabila pekerja tetap tidak mengindahkan teguran tersebut, maka
perusahaan berhak memberhentikan pekerja.

Di Biro Perjalanan Wiasata (BPW) Raja tour Jember dalam hal Pemutusan
Hubungan Kerja pihak pengusaha tidak memberikan uang pesangon karena sudah
diatur dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan Perusahaan Biro Perjalanan
Wisata (BPW) Raja Tour jember (pasal 5 perjanjiann kerja). (wawancara dengan
Bapak Chuk Shatu Widarsaha, selaku manajer Biro Perjalanan Wisata (BPW)
Raja Tour Jember, 25 Mei 2005).

Berdasarkan klausul di atas maka dapat disinpulkan bahwa proses
Pemutusan Hubungan Kerja vang ada di Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour
Jember telah sesuai dengan perjanjian kerja di buat dan telah di sepakati antara
pekerja dengan perusahaan Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember. Di
Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember selama ini masih belum ada
Pemutusan Hubungan Kerja olch perusahaan kepada pekerja di karenakan
perusshaan Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember baru berdiri dan
didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Jember pada tanggal 1Maret 2005.
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3.2 Hak dan Kewaiiban Pekeria di Biro Perialanan Wisata (BPW) Raia
Tour Jember
Klausul perjanjian kerja amtara pekerja dengan Biro Perjalanan Wisata
(BPW) Raja Tour Jember, terdapat hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak. Hak dan kewajiban pekerja tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pihak pekerja wajib melaksanakun pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha
atau perusahaan;
2. Pihak pekerja wajib menaati peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh pihak
perusahaan atau pengusaha (pasal 3 perjanjian kerja)

Klausul perjanjian di atas menandakan bahwa kewajiban pekerja/buruh
yang bekerja di Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember adalah menaati
peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Serta pekerja mempunyai kewajiban
pula untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diperjanjikan dalam
klausul perjanjian kerja. Misalnya, terhadap pekerja yang bekerja paruh waktu
serta mempunyai tugas memasarkan produk jasa Biro Perjalanan Wisata (BPW)
Raja Tour harus senantiasa memberikan laporan perkembangan kinerjunya sesuai
dengan target yang telah disepakati antara pengusaha dan pekerja.

Kewajiban lainnya adalah bilamana diperlukan, pekerja dapat ditugaskan
oleh perusahaan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin atau asisten pada
proyek perjalanan  wisata yang dilaksanakan oleh pihak pengusaha atau
perusahaan,

Selain kewajiban di atas, pekerja juga mempunyai hak sebagaimana di atur
pula dalam undang-undang. Hak pekerja yang bekerja pada perusahaan biro
perjalanan wisata Raja Tour pekerju berhak memperoleh imbal jasa (gaji). Pada
Pasal 4 Perjanjian Kerja menyebutkan :

I. Perhitungan imbal jasa (fee) marketing dihitung berdasarkan prosentase laba
bersih proyek (four) dan atau sesumi dengan ketentuan yang telah disepakati
kedua belah pihak;

2. Perhitungan imbal jasa sebagai Tour leader atau Asisten tour leader dihitung
berdasarkan ketentuan dari perusahaan;

3. Pembayaran imbal jasa marketing dari perusahaan kepada pekerja diberikan
setelah pelaksanaan proyek (four) selesai,
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Huk memperoleh gaji dari pekerja vang dalam mu[ah perjanjian di atas
menggunakan kata “imbal jasa” didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak,
yaitu antara pekerja dengan pengusaha. artinya, sebelum medapatkan proyek
(tour) pekerja terlebih dahulu mengadakan kesapakatan tentang prosentase
pembagian imbal jasa atas kegiatan wisata tertentu. dimana setiap kegiatan wisata
prosentase kesepakatan imbal jasanya berbeda-beda. Biasaya, prosentase yang
diterima oleh pekerja sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari jumlah
keuntungan (profit) perusahaan, walaupun perusahaan rugi karena kesalahan
menejemen perusahaan, hak pekerja yang 12,5% (dua belas koma lima persen)
tetap diberikan oleh perusahaan kepada pekerja.

Sedangkan perhitungan imbal jasa atas pekerjuan tambahan yaitu sebagai
Tour Leader maupun asisten tour leader diberikan kepada pekenja berdasarkan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Imbal jasa yang diberikan
perusahaan kepada pekerja yang menjadi Towr Leader sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) perhari, dihitung berapa hari perjalanan tour wisata yang
dilakukan serts tambahan tunjangan biaya perjalanan lain. Sedangkan kepada
pekerja yang menjadi assisten tour leader imbal jasa yang diberikan sebesar Rp,
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari. Khusus untuk pekerja marketing, imbal
jasa yang 12.5 % dan profit perusahaan yang menjadi hak pekerja baru diberikan
setelah perjalanan tour wisata selesai dilakukan. Pekerja dalam setiap perjalanan
lour /membawa rombongan wisata berhak di asuransikan oleh perusahaan,

Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja adalah sebagai berikut ;
1. pihak pertama (pengusaha) berhak mendapatkan laporan hasil marketing dan
perkembangannya dari pekerja
pihak pertama (pengusaha) berhak memberi tugas kepada pihak kedua vaitu
pekerja untuk melakukan marketing/pemasaran, serta untuk menjadi Tour

b

Leader dan Asisten Tour Leader dalam perjalanan wisata.(perjanjian kerja),
Klausul di atas menjelaskan bahwa hak pengusaha terhadap pekerja adalah
perusahaan berhak mendapatkan laporan hasil kegiatan marketing/pemasaran
yang di lakukan oleh pekerja dan perusahaan berhak mendapatkannya, serta
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pengusaha berhak memberi tugas kepada pekerja untuk menjadi Tour Leader atau
Asisten Tour Leader dalam kegiatan perjalanan wisata. Selain hak di atas,
pengusaha mempuyai kewajiban terhadap pekerja sebagaimana di atur dalam
perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan Biro Perjalanan Wisata (BPW)
Raja Tour Jember, perusahaan berkewajiban memberi tugas dan berkewajiban
memberikan imbal jasa (gaji)Pada pasal 3 ayal (4) perjanjian kerja
menyebutkan:"Pihak kedua mendapatkan imbal jasa (fee) dari pihak pertama
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak™.

Pengusaha dalam hal ini berkewajibun memberikan imbal jasa/gaji kepada
pekerja didasarkan atas kesepakan kedua belah pihak tentang prosentase yang
didapatkan apabila pekerja mendapatkan order/rombongan wisata, prosentase
yang diterima oleh pekerja sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari
jumlah keuntungan (profir) perusahaan,

Sedangkan perhitungan imbal jasa atas pekerjuan tambahan yaitu scbhagai
Tour Leader maupun asisten tour leader diberikan kepada pekerja berdasarkan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. lmbal jasa yang diberikan
perusahaan kepada pekerja yvang menjadi Tour Leader sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) perhari, dihitung berapa har perjalanan tour wisata yang
dilakukan serta 1ambahan tunjangan biaya perjalanan lain. Sedangkan kepada
pekerja yang menjadi assisten tour leader imbal jasa yang diberikan sebesar Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari. Khusus untuk pekerja marketing, imbal
jasa yang menjadi hak pekerja, baru diberikan setelah perjalunan tour wisata
selesai dilakukan, Pekerja dalam setiap perjalanan tour/membawa rombongan
wisata berhak di asuransikan oleh perusahann. Di Biro Perjalanan Wisata (BPW)
Raja Tour Jember Pelaksanaan  dilapagan baik pekerja maupun pengusaha
mengenat hak dan kewajiban telah dilaksanakan dengan baik schingga kedua
belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Sclain pekerja harian lepas di atas, pada Biro Perjalanan Wisata Raja Tour
juga terdapat pekerja/karyawan  yang berpenghasilan  tetap, dimana sistim
penggajiannya adalah diberikan setiap bulan. Pekerja tersebut adalah Operasional
Manajer 1(satu ) orang, Manajer Marketing 1(satu) orang dan Stafll Keuangan
I (satu) orang, jumlah Karyawan letapnya adalah 3(tiga) orang. Pekerja tetap yang
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ada di Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour berhak Juga mendapatkan hak -
12,5 % sebagai imbal jasa apabila pekerja tersebut mendapatkan order/rombongan

lour,

3.2. Kendala-Kendala Pelaksanaan Perjanjian dan Cara Penyclesaiannya

Beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara
pekerja dengan perusahaan Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour adalah
sebagai berikut:

L. Pekerja yang melakukan kerja pemasaran (marketing) di luar wilayah daerah
Jember selama ini tidak memperoleh tambahan biaya transportasi, schingga
pekerja pada Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour memakai biaya sendiri,
sedangkan prosentase imbal jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada
pekerja adalah sama. Tidak membedakan jarak tempuh proyek yang
dilakukan. Padahal dalam klausul perjanjian kerja, wilayah kerja dari tenaga
marketing adalah seluruh Indonesia (Pasal 2 Perjanjian Kerja).

b

Masih banyaknya pekerja yang melakukan kesepakatan perjanjian kerja di

Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour kurang begitu memahami tugas
kerjanya. Sehingga seringkali ditemui kesalahan-kesalahan dalam memberikan
informasi tentang produk perjalanan  wisata yang ditawarkan kepada
konsumen. Akibat lainnya, adalah perusahaan seringkali mengalami komplain
dari pihak konsumen.

3. Jumlah pekerja harian lepas (free land) yang ada pada Biro Perjalanan Wisata
(BPW) Raja Tour selama ini masih belum diberitahukan kepada Dinas Tenaga
Kerja di Kabupaten Jember sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh
Peratuan Menteri Tenaga Kerja No. PER-06/MEN/1985 Pasal 5 mewajibkan
pengusaha dalam waktu sclambat-lambatnya 7 hari sejak mempekerjakan
pekerja harian lepas termasuk dalam hal penambahan atau pengurangan. Hal
ini penting sebagai wujud perlindungan terhadap pekerja harian lepas, dari
tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sewenang-wenang  dari

perusahaan,
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Beberapa kendala yang di alami perusahaan Biro Perjalanan Wisata (BPW)

Raja Tour Jember di atas, dapat diatasi dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Perusahaan memberikan insentif lebih kepada pekerja harian lepas yang
melakukan pemasaran (marketing) di wilayah jarak tempuhnya cukup jauh,
atau dapat diakumulasikan terhadap jumlah prosentase imbal jasa. Artinya
besarnya prosentase yang diperolch pekerja lebih besar dibandingkan dengan
prosentasc pada umumnya. Cara ini cukup efektif dilakukan, apabila
perusahaan memang tidak memiliki anggaran untuk transportasi pekerja.
Sebab langsung dipotong dari profit proyek tour yang tentunya semakin jauh
jarak tempuhnya semakin besar pula biayanya.

2. Antisipasi terhadap pekerja yang kurang memahami produk dari perusahaan
adalah dengan dilakukannya pelatihan kepada pckerja mengenai produk-
produk perusahaan, serta melakukan pendampingan kepada pekerja baru
selama beberapa hari oleh pekerja senior. Dengan demikian pekerja menjadi
terlatih terhadap produk jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.

3. Perusahaan harus senantiasa patuh pada peraturan perundang-undangan. yaitu
dengan memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja di wilayah Kabupaten
Jember tentang seberapa banyak jumlah pekerja di perusahaan. Upaya ini
dapat pula dilakukan oleh pckerja yang mengerti hukum untuk
memberitahukan dan mendorong perusahaan agar memberitahukan
keberadaan jumlah pekerja yang ada pada perusahaan Biro Perjalanan Wisata
(BPW) Raja Tour Jember.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan yang diuraikan pada
bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan Perusahaan Biro
Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour. secara substansial isi perjanjian kerjunya
tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-
06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas.

2. Pekerja pada Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour mempunyai hak dan
kewajiban, antara lain pekerja berhak memperoleh uang imbal jasa 12,5 %
atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan kesepakatan antara pekerja
dengan perusahann, pemberian fee terhadap pekerja yang melakukan
pekerjaan sebhagai Tour Leader sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
perhari, dan Asisten Ttour Leader sebesar Rp. 50.000,- (lima pulub ribu
rupiah) perhari dihitung berupa hari perjalanan tour wisata vang dilakukan
serta tambahan tunjangan biaya perjalanan lain dan pekerja berhak di
asuransikan olech perusahaan dalam  setinp perjulanan  tour/membawa
rombongan berwisata, Sedangkan kewajiban pekerja diantaranya adalah
pekerja  harus mematuhi  segala peraturan vang telah  ditentukan oleh
perusahaan termasuk kesepakatan yang telah dibuat pada perjanjian kerja.

3. Implementasi pelaksanaan perjanjian kerja mengalumi beberapa kendala, vaitu
tidak diberikannya biaya transportasi kepada pekerja yang melakukan kerja
dengan jarak tempuh yang cukup jauh, pemahaman pekerja terhadap produk
Jasa perusahaan dinilai masih kurang dan pemberitahuan jumlah tenaga kerja
kepada Dinas Tenaga Kerja belum dilakukan oleh pihuk perusahaan. Upaya
yang di lakukan oleh perusahaan terhadap pekerja yang melukukan kerja
dengan jarak tempuh yang cukup jauh yaitu perusahaan memberikan insentif
lebih kepada pekerja harian lepas yang melakukan pemasaran (marketing) di
wilayah jarak tempuhnya cukup jauh, atau dapat diskumulasikan terhadap
jumlah prosentase imbal jasa. Artinya besarnya prosentase yang diperoleh

37


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

pekerja  lebih besar dibandingkan dengan prosentase pada umumnva.
Mengenai pemahaman pekerja terhadap produk jasa perusahaan dinilai masih
kurang. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerjanya mengenai
produk-produk perusahaan, serta melakukan pendampingan kepada pekerja
baru selama beberapa hari oleh pekerja senior. Dengan demikian pekerja
menjadi  terlatih terhadap produk jasa vyang ditawarkan oleh
perusahaan. Sedangkan mengenai pekerja yang belum didaflarkan kepada
dinas tenaga kerjn upaya yang dapat dilakukan adalah Perusahaan harus
senantiasa patuh pada peraturan perundang-undangan, yaitu dengan
memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja di wilayah Kabupaten Jember
tentang scberapa banyak jumlah pekerja di perusahaan. Upaya ini dapat pula
dilakukan oleh pekerja yang mengerti hukum untuk memberitahukan dan
mendorong perusahaan agar memberitahukan keberadaan jumlah pekerja yang
ada pada perusahaan Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember.

4.2. Saran

Perusahaan Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour hendaknya
memberikan perlakuan yang berbeda kepada pekerja dalam hal prosentase imbal
Jasa kepada pekerja yang melakukan pemasaran produknya berdasarkan jarak
tempuhnya. Sedangkan kepada perusahaan, hendaknya memberitahukan
keberadaan jumah pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja, scbagai bentuk itikad baik
perusahaan dalam upaya perlindungan kepada pekerja.
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

J1 Ralimantais 37 Kapus Tegalboto Kotad Pos 5 Jeiber 63121
(3 (U331) 335452 - 350482 Lax 330482

Nomor ‘1718 /125.1.1/PP.5/ 2005 lember, 23 Mei 2005
Lamipiran
FParihal PKONSIILTAS]

Yih Maneger Perusahaan Biro
Perjalanan Wisata (BPW)
Raja Tour Jember
di o

JEMBER

Jekon Fakultas Hulium Usiversitas Jomber bersama ini dengan hormat

renghadapkan kepada Soudara scorang mahasiswa ¢

Nama . YUSUF KAMARUL HUDA
TN ¢ 000710101161

]"J”Hr'ml' L 3 Fean Fegd ey

Alamal ‘Jle Kalimantan Gg Kelinci 12 Janber

Keperluan : Kensultasi tenong Masalah

"PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN

PERUSAHAAN HIRO PERJALANAN WISATA (BPW)
RAJA TOUR JEMBER *,

Sohubungan

dengan hal terechul diatay kary mohon bantuan geculppnva,
Rarena lasil dorl koagolingt ird  digunston ook meienghipi  bulien
Lt s . Skiej

Atas bantuan dan kerjasama Sang baik kami ucEpkan terimakasih,
Fanss
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o Yih, Ketus Bagion/luriean Perdata,
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LAMPIRAN 11

SURAT KETERANGAN
Nomor: 051 /M-Ops Rjt / 06 [ 2005

Yang bertanda tangan 'di bawah Ini, Managemen Biro Perjalanan Wisata
RAJATOUR meneranakan bahwa

Nama  YUSUF KAMARUL HUDA

NIM : 000710101161

Jurusan . Fakultas Hukum

Alamat : JL. Kalimantan Gg. Kelinci No. 13 Jember

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember
Nomor: 1718/1 25.1.1/PP.9/2005 tanggal 23 Mei 2005, yang bersangkutan
sudah melaksanakan Konsultasi / Penelitian di perusahaan kami, dengan judul :
" PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN BIRO
PERJALANAN WISATA ( BPW ) RAJATOUR JEMBER ™

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Juni 2005 '

Opexational Manager,

CHUK S. WIDARSHA
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SURAT PERJANJIAN KERJA

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Chuk Shatu Widarsha
Jabatan : Operational Manager
Alamat + 31, Semeru VI / 1 -9 Jember, 68121

Phone / Fax : 0331 — 333 850
Bertindak mewakili Biro Perjalanan Wisata rajatour berkedudukan di Jember,
selanjutnya dalam Perjanjian Kerja ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama + As'ad Zuroroh
Umur 126 Th
Alamat - Ji. HOS Cokroaminoto 1 Blok 6/32 Jember
Bertindak atas nama pribadi, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja ini disebut PIHAK
KEDUA. d

Pada hari Ini, Senin tanggal empat bulan April tahun dua ribu lima, Kedua beiah pihak telah
bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
Status dan Jangka Waktu

1, Terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, Pihak Kedua sebagaimana tersebut di
atas bekerja pada Biro Perjalanan Wisata rajatour dengan status tenaga paruh waktu.

2. Jangka waktu Perjanjian Kerja ini adalah selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak
ditandangani Perjanjian Kerja ini.

3. Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja ini berakhir, maka dengan sendirinya hubungan
kerja antara kedua belah pihak juga berakhir.

4, Selanjutnya Perjanjian Kerja ini dapat diperbaharul atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 2
Tugas dan Wilayah Kerja

1, Pihak Kedua bertindak selaku Marketing Executive yang bertugas memasarkan produk-
produk Pihak Pertama.

2. Bilamana diperlukan Pihak Kedua dapat bertugas sebagai Tour Leader atau Asisten Tour
Leader pada proyek ( tour ) yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama.

3. Wilayah kerja Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 ( satu ) dan 2 ( dua )
diatas adalah meliputi seluruh wilayah Indonesia.

PASAL 3
Hak dan Kewajiban

Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama.

Pihak Kedua wajib mentaati peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh Pihak Pertama.
Pihak Kedua berhak mendampingi klien-nya dalam proyek ( tour ), sebagai Tour Leader.
Pihak Kedua berhak mendapatkan imbal jasa ( fee ) dari Pihak Pertama sesual dengan
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.

e el 1o 5
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PASAL 4
Imbal Jasa

1. Perhitungan Imbal Jasa ( Fee ) marketing dihitung berdasarkan prosentase laba bersih
proyek ( tour ) dan atau sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah
pihak.

2. Perhitungan Imbal Jasa sebagai Tour Leadaer atau Asisten Tour Lerader dihitung
herrdasarkan ketentuan dari Pihak Pertama.

3. Pembayaran Imbal Jasa marketing dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua diberikan
setelah pelaksanaan proyek ( tour ) selesai. "

PASAL 5
Pemutusan Hubungan Kerja

1. Pihak Pertama berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pihak Kedua
bilamana terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan yang beriaku.
Dalam hal ini Pihak Kedua tidak mendapat hak uang pesangon.

2. Terhadap terjadinya hal sebagaimana ayat 1 ( satu ) diatas, Pihak Pertama terlebih dulu
memberikan teqguran lisan maupun tertulis.

3. Jika sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja ini Pihak Kedua mengundurkan dir, maka
dalam hal ini Pihak Kedua tidak mendapat hak uang pesangon.

4, Hubungan Kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6
Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal tersebut diatas akan diatur kemudian dalam
peraturan kerja atau ketentuan-ketentuan lainnya,

PASAL 7
Penutup

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan secara
kekeluargaan dan musyawarah,

2. Bilamana ayat 1 ( satu ) tidak terjadi kesepakatan, maka keduanya akan menyerahkan
sepenubinya pada ketentuan hukum yang berlaku.

Jember, 4 April 2005

Pertama Pihak Kedua,

) Qg —
g\ﬁ@@@/ o

EHA UL Fra A:AP 5

Chuk S.Widarsha
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LAMPIRAN IV

Bambang Hermanto, SH

[Kantor : Jalan Letjen Suprapto No. 49 Jember 68122 Telp. (0331) 339855

Akte 3 PERSEROAN KOMANDITER :

..................................................

e OV, KALIANDRA JASA 44

...............................................

. hrar-lmrlgd}umn di Jamhﬁl‘,-,___....

Tanggal : .29 Pebrusrd 2008,

Nomoy i, =

.............................................................
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PERSERDAN KOMANDITER

"_CV. KALIANDRA JASA “

Nomor = 7,

—-———j‘::‘Fﬂﬁzﬁilz.mo (sebelag) sampal dengan pukul 11.30 ——

(sebelas tiga pulub) Waktu Indonesia Bagiarn Barat, --

poada hari Ly, Senih, tanggal dug puliih telapan, ———w

Februard dis ribu lima (928 - 2 SOONY, e

= Menghadap kepada sava, BAMBANG HERMANTD, Sdrjena -
Hukum, motaris 41 Jember, dengan dihadiri aleh —————_
Saksi-maksi ¥angd saya, notaris kenal dan akan disebyt
Pada bagian akhipe SR A0 e
I 1. Nyonwva ERmMa FEHNITQEQHI, lahir di Surabaya, —————
tanggal dua Pulub delapan Desomber Seribu membilan
Fatus enam puluk gembilan (2R~ 125 LT8G Wargs—
MNegara Indﬂnesia, Swasta, bertempat tinggal di -~--

Jalan Semery VI/ZI-05, Rukun Tetangga 03, Rukun —--=

Warga-11T,- Kellrahan Sumbersari, RECAMALtaN ==-m——

Eumhersari; Kabupaten Jember o L
= mERLFut Hetarangannya dalam hal 4inmi bertindap -——
berdasarkan kuasa dibawap tangan tertanggal dug —-
pllubh tuiuh Pebruari dua ribu 1lima (27 = 2 . 2005)
bermaterai Cukup dilekatkan Pada minuta akts ini,-
demikian selaky kuasa dari dan oleh karena ity ——-
untuk -dar atas nama s R i R S
—.Tuan HARTs HANDAYANT WITHARIA, lahir i ————
Banyuwangi tanggal sepuluh Beptember serijjy —e——
=embilan ratus enam Puluh delapan ~————— . ___

(10 = 09 - 1768), Warga Negara Indonesia, =——e—-

wiraawasta, bertempat tinggal di Lingkungan ——--

Lebak, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, se—me_
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kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya,

Kabupsten Serang i =
2. Tuan CHUK SHATU WIDARSHA, lahir di Banyuwangi, —-—
tanggal dua Juli seribuy sembilan ratus enam puluh
tuiuh (02 - o7 — 19&7), Warga Negara Indonesia, -
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Fahlawan —=——
Nomor : 32, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, =-—-

Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jembang, Kabupaten -

Jombang § ——- T it s = & s

=~ pada saat ini sedang berada di Jember s
J. Tuan DIDIK PRAYUADI, lahir di Jember, tanggal tigs:
Maret seribu sembilan ratus tujuh pulub lima =———-
(03 - 03 - 1975), Warga Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Jalan MNgatmorejo Krajan, ———-
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga VIII, Desa Puger ——

Wetan, Kecamatan Fuger, Kabupaten Jember ; ——————

4. Tuan SUFARNI, Sarjana Sastra, lahir di Banyuwangi,
tanggal smpat Oktober seriby sembilan ratus enam -
pulub sembilan (04 - 10 - 1969), Warga Negara ——-
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal gi Jalan-

Semery VI1/I1-5, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga III,

Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari,

Kabupaten Jember ; rin s
5. Nana LUKCIDA SUKMAHAYU WAHYUNINGTIYAS, lahir di ——
Banyuwangli, tanggal dua puluh enam Maret seribuy —
membilan ratus delapan puluh enam (286 - 03 - 1984)
Warga qu;ra Indonesia, Bwasta, bertempat tinggal-
g1 Lingkungan Majerota, Rukun Tetangga 02, Rukun -

Warga I, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatsn Biryy -

Kabupaten Hanyuwangd i Yo rre e S e

-
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== Para penghadap telah dikenal oleh Baya, notaris.
== Fara Penghadap mana menerangkan dengan ini —————-.
mendirikan saty PeErseroan Komanditer, dengan memaka:

peraturan—pernturan dan katantuan-ketentuan sebagai -

berikut i g e et =

b s e ey L e S I

- Pasal 1. — = =

== PFPerseroan komanditer ini memakal nama : ——e—oo

TS By, W KAL IANDRA JASA Y, -

berkedudukan dan berkantor pusat di Jember, untuk ———

‘PeErtama kalinya berkantor di Jalan Semery VI/I-5, ——-

Jember, Nomor Telepon 0331 - 53850, dengan mempunyai
Cabang-cabang atauy PeruWakilan-pervakilan di -——————we

tnmpat—tempat lain yang dianggap perlu oleh para -——=—=

PErsero pengurus, ————————_ —r—— = ——— e -

= - — FPasal 2, ———e = —
== Maksur dan tujvan persercan Ihi, £3lah § ~——wrmeeacaa
. manjalankan usaha dalam bidang Jasa Birp ————e—u

. . St . o i - s e

Perjalanan Pariwisata j ——————
bs menjalankan usaha dalam bidang percetakan, sablon,

foto copy dan parlangkapan-ulat—alqt kantor ; ~—-

C. bertindak sebagadi levnranlir, gresier, peragenan -
atay perwakilan, distributar atau suplipr —————ex
baban-bahan kimia dari badan-badan lain atay ————=
Perusahsan-perusahaan lain baik dari dalam maL pLin -
dari luap negeri j S N e e e e o e s b
. mengusabakan tata rias PENgantin, klinik perawatan

kullt dan Perlengkapannya ; e e e e

H. mengusahakan biro teknik dan bangunan dengan ——=--

L1
|
MENErima, nerencanakan serta melaksanakan ——————.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

.-—"T‘EEEE:;:;H berbagai jenis Bangunan—bangunan, rum

Jug

Fumah, gedung-gedung, jalan—jalan, jembatar— —
Jembatan; lapangan—lapangan, proyek—proyek ———
irigesi, termasuk Pula dengan mengerjakan =————-
Pekerisan—pekerjaan Las Listrik, Konstruksi, ——
instalasi listrik, telepon, telekamunikasi dan =
leiding serta instalasi pPipa lainnya dan —=—=———e-
mengeriakan perawatan atauy pembetulan bangunan—

bangunan atau Pada umumnya bertindak sebagai —-——

general contractor ; =
menjalankan Perdagangan umum, termasuk impor dan
ekspor, dagang interinsulair dan pertokoan, baik

HNtuk perhitungan sendiri atsu untuk prang lain

atas dasar komisi ataupun amanat j ~

pengelolaan / memperdagangkan air mineral artes;
dalam segala bentuk / kemasan § ————— - ——
menjalankan usaha dagang bahan-bahan bangunan ; -
menjalankan usaha dalam bidang transportasi ~-—---
angkutan bailk darat maupun laut ; ——————————— .

manjalankan usaha dagang perlengkapan alat-alat -

rumah tangga / konveksi [ Al ———— =
menjalankan usaha dalam bidang pertanian, ——————-
Reternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan -
termawuk mengolah dan mamperdagangkan hasil-hagil

Nya se&rta dalam bidang penyaluran prasarana dan -

BArANANYa j —==———eeeeme - -

menjalankan usaha dalam bidang pesanan masakan ——

katering/makanan i S i A

menjalankan usaha depot makanan dan minuman :'J

menjalankan usaha perbengkelan kendaraan serta -—--

4
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_*TT;;;;;;I;:;n Spare par =

~ dan selanjutnya melakukan s8gala tindakan dan -——-

parbuatan vang bertalian dengan maksud dan tujuan ——-
tersebut semua dalam arti kata seluas-luasnya dan -—-

dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan~- ———-

peraturan vang berlaku, =

s Al —— - Pasal 3, —-— e
= Perseiroan inl mulai beriaku dan berjalan cs2jak —
hari dan tanggal akta ind ditandatangani dan =——————r

didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan -

terlebih dahulu. i i it i
== Masing-masing pesero berhak manarlk diri dan ————-
keluar dari persercan ini asal maja kehendaknya itu -
diberitabukannva dengan surat sekurang-kursngnya tiga
bulam dimuka kepada teman pesero dan dalam hal —————=
Bedemikian maka hkepada PESEro yang keluar gan ——————
berbenti ity harus dibayvar kembali dengan tunal -———
Bagiannya dalam perseroan ipl menurut buku-buky pada

waktu La keiuar dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudah ——

ia berhentd EEbagal pesera. = e Sret e
TR S e AR ] O e i e A
== Madal dasar perseroan ini tidak ditetapkan banyak-—
nya terlebih dabulu akan tetapi hal ini dan berapa ——
masing-masing pesero mempunyai bagian dalam modal --—-
teraebut Harus Senantliasa dapat ternyata dalam buku-
buku persercan yang ditulis kredit diatas namanya, --
== Tiap-tiag penyetoran s@lanjutnya dalam modal =—=-—
terasebut sebagadl bagian dari masing-masing peserg ———
cdapat dilakukan atam permufakatan para pesero bersama

mama Can harus dinvatakan dengan suatu kwitansgi yang-
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ditandatangani oleh semua pesero atas nama PErseroa

——————————————————————— Fasal 5. ————mmemeeee

== Pezero Tuan HARIS HANDAYANI WITHARJA, Tuan CHUEK -
SHATU WIDARSHA, Tuan DIDIK PRAYUADI dan Tuan SUFARN.
Sarjana Sastra tersebut adalah Para pesgro pengurus

vant bertanggung jawab penuh, yang memasukkan sela.
dari pada bagian mereka dalam modal PEIFSEIO&N —————-
tereebut juna memberikan tenaga, pilkiran, kepandaiar
kerajinan, waktu eerta relasi-relasinya dalam —=———-
pErseroan ini, sedang peserc Nona LUKCIDA SUKMAHAYU

MINGTIYAS tersobut adalah pesera pendiam (komanditor
Yang bertanggung jawab hanya sampai dengan jumlaph —-
peEmasukikannmnys dalam modal perssroan yang ditulis ——-
wreadit diatas namanys dalam buku—bukuy pErzeroan. =-——
____________________________ CEE TR L e
m;'Peraaruah ini diurus dan dipimpin olel peserg =——-—
FEfgUIUS, yaltu Tuan HARIS HANDAYANI WITHARJA, ——-=—
tersebut dengan sebutan Direktur, sedangkan Tuan CHU

SHATU WIDARSHA, Tuan DIDIK FRAYUADI dan Tuan SUPARNT

Sarjana Sastra, tersebut dengan sebutan Wakil s——eee-
s e R o

.~ Direktur dan apabila berhalangan diwakili oleh ——-
PeEEEro komanditer dan berwenang mewalkili permarmaﬁ =
ini didalam dan diluar Pengadilan terntang SOOS1a Hal,
dengan hak untuk melakukan segala perbuatan dan ———--
tindakan baik yanyg mengenal pengurisan Maupn yang —

mengenal pemilikan, mengikat PeIFsEroan ini tarnps -——

mamakai pembatasan termasuk untuk § ~—ee—— s e

1 8. membelil, menjual atau dengan cara lain melepaskan

hak atas harta tetap dan perusahasn—perusahaan ——-
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I 2tay menggadaikan dan memberati kekayaan ==—————-
perserodan § - - P——
].b..meminjam atau meminjamkan usng atas nama perserosan

{tidak termasuk mengambilan) usng perseroan di —--—-—

Bank=-banl. e

€. mengikat perseroan sebagai penjamin i "
d. membuka atau menutup cabang/perwakilan pErsSergan.—
= mereka tidak diperlukan persetujuan terlebif ——————

dahuly dari atau surat yang bersangkutan turut ————a—

ditandatangani aleh pesero kumanditer. - -
s~ Dirsktur berhak pula menganghkat secorang atauy ——-——-
lebih sebagai wakil -atau kuasanya dengan memberikan —
kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -=-
== Kepada pesero yang bekerja untuk perseroan ini ———
dapat diberi gaji atau tunjangan bulanan yang jumlah—~

nya ditetapkan atas permufakatan para peserg =———————

beraama-sama. —- - . - 8 5.

b 511 = Fasal 7.
—-= Pesero pendiam (komanditer) berhak memeriksa ———=-~
segala buku-buku, surat-surat dan persediaan barang-
barang memeriksa dan mencocokkan keadaan vang kas ———
serta memasukl segala ruangan atau tempat vang —————
dipergunakan atau yang dikuasai oeh perseroan. ——————
---------------------- Pasal B, —————=c——— e
== Tahun buku perseroan inli berjalan dari Baty =———e——
Januari sampal dengan tiga puluh satu Desember. pada
akhir bulan Desember dari tidp-tiap tahun buku-buku =
peragraan harus ditutup dan selambat-lambatnva dalam

tempo tiga bulan sesudahnya dari buku-buku YRMG ———

ditutup Ltu oleh pesero pengurus harus dlpnrnqif pR
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satl neraca dan perhitungan IEEE‘FEEE-yang mans jikalau-
diperoleh persetujuan harus ditanﬂa-tangani gleh semus —
pesEro sgbagai bukti persetujusn dan pengesahannya. —-—=
-~ Pengesahan dari neraca dan perhitungan laba rugd ——-—
tersebut berarti memberikan penglunasan dan pembebasan —
seperuhnya kepads pesero pERgUrus atas segala ——————mas

tindakan can perbuatannys terhadap perseroan dalam tahun

DUk yang lampaw, —=e——eeiooooio
------------------------------ Fagal 9, me————
== Weuntungan bersih Yang diperoleh perseroan, yakni —-=
keurntungan setelah dipotong angkos=—onghkeas dap se—————__ =

panghapusan-pﬂnghapqaan yang dianggap perlu dan YA E
lazim dilakukan oleh pRdagany y;ng baik dibagi kepads ——
dan diantara pesero masing-masing menurut perbandingan —
Jumlah pEmasukannya dalam modal PEITEEFOAN Yarg = ———ee———
ditulis kredit diatas namanya dalam buku=Buky ———m——— F

i e i e e i e v e S i oo

== Kerugian yang mungkin diderita olash PerEErasn juga -——
harus ditanggung dan dibayar oleh p@sero ————————— e

masing-masing menurut nerbandiﬁgan yang dimaksud =——-—e -+

diatas akan tetapi Herngan ketentuan bahws pesaryg pendiam

(Romanditer) tidak akan mEnanggung dan membavar lebif -

dari pada jumlah pEmasukannya dalam modal pPErsgraan —-—-——
yang ditulis kredit diatas namanya dalam bBuku—bBuky =————=
PErseroan, ———e——- T T e e e e e

— Pembagian keuntungan harus dilakukan st2gera setelah -~
neraca dan perhifungaﬁ laba rugi disahkan, Bedang ———=——
kerugian vang diderita juga harus segera ditutup  derngan

jalan mengurangi modal masing-masing pasera atau dengan

menambah penyetorannya. T e L

e O
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e ML e Pasal 10. c———e o o
== Apabila szorang pesero meninggal duriia, maka ——e——
bPersercan: ini dapat diteruskan oleh PESEro yang ——=—-—-

tingdal bersama~sama dengan para ahli waris dari —-—
FRSErQ yang meninggal dunia, akan tetapi jikalau para
ahli waris tersebut tidak bersedia turut serta untuk
meneruskan pérseroan ini, maks persero yanyg tinggal -
dapat meneruskan perserpan ini dengan hak untuk ————-
memakai nama persercan ini sepertl biasa dan dengan -
menering segala harta'benda dan hutarg Piutang dari -
perseraan ini, akan tetapi d;ngan kewajiban untuyk ——

membavar kembali dengan tunai bagian dari Pesero yang

meEninggal dundae ity menurgd buku-buku pada waktu ia -

meninggal dunia kepada Para abli warisnya, “————euu—n
== Daldm hal para ahli waris dalam pesera yang ——e——-
meninggal dunia ity turgt BErta untuk meneruskan ——

RENSRrOan inl, maka mereka diwaiibkan LUk mernu ok
sedrany diantara mereka atay orang lain sebagai ---——-
kuasa mereka bersama dan orrang Yang dituniuk atay -
¥ang diberi kuasa itu sajalah yang berhak mewakili —-
mereka bersama terhadap PEFEBRFQaN, e
———————————————————— Pasal 14, —cmmem
== Apabila seorang pesero jatuh pailit stau ditarun -
dibawah pengampuzan, maka ia dianggap telah berhenti -
sebagali pesero satu hari sebelum keputugan ini =~———
dijatubkan eleh hakim dan dalam hal demikian, maka ——
PErsEeroan ini_dapat ditgruskan oleh pesers vang =—-———-
ditinggal dengan hak untuk memakai mnama prRregroan ini

se2pertl biasa dan dengan menerima segala harta  beeda

____;l41§1;ﬂﬂifig pivtang dari pereeroan ini, akar ftwtapi —--—
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*—**"7155;;;:;gewajiban untuk membavar kembali dengan tunai

bagian dari pesero yang Jatph Railit atau ditarup —-——
dibawah Fengampuan 1ty menuéut bukui—=buku pada waktu -
PErFistiwa. tersshut terjadi kepada wakilnya menurut —-
Undang-undang stau keputusan hakim, s——woeeomo

B Fasal 12, womemm

T Masing-masing HES8ro tidak diperkenankan untuk —=-—
meEngasingkan ataw menggadaikan bagiannya dalam —w——- =
PEFSEroan ini kepada pihak lain, PLR fidak seem——oo
diperkenankan Limtuk méminjam Lang dari kag Perseroan
ind untuk kepentingan dirg Bendird, demikian Juga ——=

urtuk mensrima PESRro baru jikalau tidak memperclen -

Persetujuan terlebih dabulu dari teman PREEID ——————
QLB S TR B U SO,
_______________________ PaEal _13. -..-_-.-.-.——.--_—---u—-n—-----——--——-
== Segala peraelisihan Yang mungkin timbgl diantara -
FESEFD mengenas Perseroan ini Yang Cigdalk Hapat e s
diselesadilan diantars pesers sendird harFus digerablkan
Feryelesainnyva kepada saty arhitrase.dﬂngan it S s
mengindabkan semus PeEraturan yang heFlaku dan yang ——
lazim diperqgunakan untuk menjalankan syuaty arbitrase.
------------------------ Pasal 14, ——w—ee o L 7
—= Dalam segala hal wamg tidak atau tidak Clikup ==
distur dalam akta ini akan diatyr dan diputuskan oleh
PESEro atas Perrmutaktan meraksa barsamamﬁama. B s agte e
————————————————————————— Fasal 15. R e e
== Tentang ak;a ini dengan sSegala akibatnya semug ~--
PESEIro memilih Lempat kediaman Yang umum dan tidak ——

berubah di Kepandteraan Pengadilan Negeri Jenber. ——

e ﬁ:::::::::_ —————————— DEMIKIAN akTa INT § i o
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—

—
= | — DibUat dan diresmikan di Jember, pada hari dan —--
tanggal seperti dissbut pada bagian awal akta jimi ———

dengan dihadiri oleh ¢ —me——eee

1. Tusn KELIK HERRY MARYATUN, lahir di Magelang, pads

Ltarnggal tujub halas Nopember seribu sembilze mEatus
Lima pulub dus, pEmegang Kartu Tands Fendueduk e

Moamar = l?llﬁ?/@lﬂlS!EHEGﬂl??ﬂﬂi, bertampat —ee-—

tinggal di Ferum Kodim 0824 1/17, Desa Jdubung, ——-

Kecamatan Sukorambi, kKabupaten JﬁmhéE 3 odiany —seee——
2. MNyonys MUT T ATUN , fahir di Trenagalek, pada tanggal
S2pulubl April seribu msembilan ratus tujuh pululk ——
Lima, pemegang Kartu Tanda Pendudiak Momor 3§ ——ee—o
1094?5f13?24/?2.1004}20&1, bartempat tinggal df ==
Jalan Karimata 1/288, Kelurahan Sumbersari, =e—-——--

Kecanstan Sumbersari, Kabupaten dembar, ——————————

-~ keduanya pegawai kantor notaris, bertempat tinggal
di Jember, sebagai Saksl-saksi, —=e————
== degetra, setelah akta ini dibacaskan oleh Saya, ————
notaris kepada para penghadap dan Baksi-saksl. maka =~

ditanda tanganilanh akta ini oleh para penghadap, ——-——

saksi-maksl dan saya, notarfe, ———e=sesoo o nl
== Dibuat dengsn tanpa memakai perubaban apapun. ———-
== Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ——-——-
LS ., e e e e A

Mo taris,

DIBERTEAN SEEAGAI SALINAN YaANS SAMA BLUNY INYA.
VA A

A METERAI
: TEHPE ()
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Fada hari ini : SBLAS% , tanggal | MARST 280%,
Akte Motaris ini telah didaftarkan didalam Buku
Uptuk Lltu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jemhesr
dibawah Nemor : 13 /CM{.EDDS'.

geri Jember

a———

M !-!."

.,ai f‘i '*-*”f 1'-3 E
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KAMTOR WILAYaH 1P JaAWa BAGTAM TIMUR TIT
KANTOR PELAYANAGN PAJAK JEMBER

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
NO. i pEp- A7 /WP 12/KP. 1002 /2005

Sesual dangan Pasal 2 ayat [ 1 ) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Katentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dlubah terakhir dengan UU No. 18

Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-181/PJ. /2001
dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama OV KAl TaNDRA Jasa
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

: 02_306,??3q9—626"ﬂ00
3. Klasifikasl Lapangan Usaha (KLU}

63415 - JASA BIRD FERJALANAN WISATA NON O

FAKRA
4. Alamat -+ . SEMERU VI/I-5 RT/BW sD0ZT /0032

PUMBERSART - SLUMBRERSART

5. Merk/Akranim : POIEMBER - 68121

6. Status Madal P BuASTA

7. Blatus Usaha ¢ Tinggal

8. Kewaliban Pajak : [= ] PPhPasal 4(2) [ 5] PPh Pasal 23

! [« ] PPh Pasal 15 [ % 1 PPh Pasal 25

[ ] FPh Pasal 19 [ 3] PPh Pasal 25
[% ] PPh Pasal 21 [ %] PPh Pasal =5
{ ] PPhPasalzp

telah terdaftar pada tata usaha kaml,

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan

: kewajiban

s Ferpajakan wajib mencantumkan NPWP selak tanggal : 01 -n3-2005

._l_.

T JEMBER, 01 Maret z0os

5

i

8

5

y

I
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